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TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOHARUM,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagal wujud dard
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan sccara terbuka dan
bertanggungjawab untuk scbesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendspatan dan Belanja Desa Tabun Anggaran
2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tabun 2023 yang disusun sesual  dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemcrintabhan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huraf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertsngpungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB Desa) Tabun Anggaran 2023,

1.

2,

Undang-undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa, [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomeor 47 tahun 2015
tentang Peraturan pelaksanasn Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tenlang Desa;

Peratmuiran Pemerintaeh Republik ndonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negars;

Peraturan Menferi Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Neperi No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 20135
tentang Pedoman Kewensngan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dun Trans Nomor 2 Tahun 2015
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tentang Pedoman Tata Terob dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desac

Peraturan Menteti Desa, PDT dan Trans Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendamping Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015
tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015
temtang Penetapan Prioritas Penggunasn Dana Diesa Tabhun 2015;

Pergturan Menteri Desa, PDT dan Trans Neomor 19 Tehun 2017
tentang Penctapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pemberizn Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
di Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Bupati No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang f
jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal Nomer 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian Pengelolasn Bagian dari Hasil Retribusi Dacrah
kepada Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomeor 52 Tahun 2015 teniang Pengadaan
Barang / jusa di desa;

Peraturan Bupati Kendsl Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kevangan Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubshan
Peraturen Bupati Kendal No.52 Tahun 2015 tentang Pengadaan
Barang [ jasa di desa;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Tekmis Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dani Dana Desa Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pengciolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Kendal Nomeor 25 Tahun 2017 tenteng tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Keglatan yang dibisyai dari Dana
Desa Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tenteng Penghasilan,
Tunjangan dan Penerimasn Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahum 2017 tentang Anshsa
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten
Kendal;
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Penvaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Kendal;

. Peraturam Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Penyaluran Alokssi Dana Desa di Kabupaten
Kendal vang sudah diperbaharui dengan Perbub No 31 tahun 2018
Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;




2%, Peraturan Desa Gondoharum Nomor (4 Tahun 2020 Teatang RPJM
Desa Gondoharum Tahun 2020-2026;

27 Persturan Desa Gondoharom Nomor 02 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pometintah (RKP) Desa Gondoharum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapiian : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BEALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GCONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 20:23.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOHARUM
dan
KEEPALA DESA GONDOHARLUM

MEMUTUSEAN

Menetapkan @ PERATURAN DESA GONDOHARUM TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS] ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA GONDOHARUM TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dialam Peraturan Desa ind vang dimalksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Camat adalah Perangkat Daerah vang mempunyad wilayah kerja di
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal

5. Desa adaleh desa dan desa adat, vang selanjutnya discbut Desa,
adalah kesatuan masvarakat hukom yang memiliki batas wilayah
yang berwcnang untuk mengatuor dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakal setempat berdasarkan
prakarsas masyarakat, hak asal usul, dan/atan hak tradisional
yang diakul dan dihermat: dalam sistemn pemeriniahan Nepars
Kesaman Republik Indonesia.

6. Pemerintzhan Desa adalah penyelenggarasn urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan Desa,

8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa
di Daerah.

9, Perangksal Desa adalah pembatitu Kepala Desa yung (endisd alas
Selretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Telmis.

10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga wvang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakarn
walil dari penduduk Desa berdasarkan kelerwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.




1]. Peramuran Desa adalah peraturan perundangundangsn yang
ditciapkan olch Kepala Desa seteiah dibahas dan disepakat
hersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Renecana Pembangunan Menengah Desa selanjulnya disinglat
RPJM Desa, adalah rencana kegiaten pembangunan desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerju Pemerintah Desa, selanjutnya disebut REPDesa,
adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangla waki 1 (satu]
tahun.

14. Angparan Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disinglkat AFB
Desa adalah rencana Kenangan tahunan pemerintahsn desa yang
dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPFD yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAE I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan
rincian schagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp 2.367.625.626,00

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggarasn Pemerintahan Desa Rp Bb16.183.836,00
b. Bidang Pembangunan Rp 1.358.166.490.00
c. Bidang Pembimasan Kemasyarakatan Rp 79.709.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 41.966.200,00
c. Bidang Tak Terduga Ep 131.600.600,00
Jumlah Belanja Rp 222762562600
Surplus/(Defisit) Rp 140.000.000,00

3. Pembizyaan Desa
a Penerimaan Pembiavaan Ep. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 140.000.000.00
Selisih Pembiavaan {a—b | Rp.  (140.000.000,00)
Sisa lebih [(kurang) Pemblayaan Anggaran Rp. .00

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebaggimana dimaksud
pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa mi terdiri dari :

|. Lampiran | Laporan Perlanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2023;

2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
2023.

3. Lampiran Il Laporan Program Sektoral dan Program Dacrah yang masuk ke Desa
Tahun Anggaran 2023;




Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meru pakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundanglean.

Agar setiap orang dapal mengetahus, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretans Desa.




KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWADBAN APD DESA

BERITA ACARA
Nomor 140 [ g] /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GONDOHARUM KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISAS| APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari tangs=al bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, karm
vang bertandatangan dibawah ini -
iI. MISERIN -  Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Pcmerintah Desa Gondoharum Yang
beralamat  di Gondoharum RT 07 EW 032,
zelanjutnya discbut PIHAK PERTAMA.

2. ALl :  Hetua BPD Desa Gondoharum
Dalam hal ini bertindek untuk dan atas nama
Badan Permmusyawaratan Desa Gomdoharum
Selanjutnya disebut Pihak II

Menyvatakan bahwa

. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban
ADPBDesa Tahun Angparan 2023 yang telah disjukan oleh PIHAK PERTAMA dengan
penyesuaian dan perubshan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acura ind.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan bailk Laporan Pertanggungiawaban
APEDeza Tahun Anggaran 2023 Sebagmimana terfuang pada catatan yang terlampir
Barita Acara ini.

3. Sclanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban
APBDesa Tahun Anggsran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yvang terlampir pada Barita Acara mm sclambat-
lambatnya sebelum 3 (riga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA alkan menvampaikan kepada Camat selambat- lambatnya 3 (tiga)
hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara i

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangksp 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 30 Januari 2023
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